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Latar Belakang

Indonesia

khatulistiwa yang_[

melonjaknya jumlah penumpang dibutuhkan ketersediaan pesawat udara

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia, diakses pada tanggal 12 Desember 2015
2 https;//sulistionokertawacana.blogspot.com/2088/10/hipotik-pesawat-udara-di-indonesia.html, diakses
pada tanggal 12 Desember 2015
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lebih banyak, oleh karenanya perusahaan penerbangan berupaya untuk
memperbanyak jumlah pesawat udara.
Pembelian pesawat udara membutuhkan biaya yang sangat besar

mengingat Wﬂ%?%l QwDaﬁﬁ% b

proﬂtﬂ@ oleh Prancis seri A380 pada Juni 2015 harga per unltnya ad ah

sebesar USD 375,3 Juta ata

ang di

Rupiah.® Dengan

mahalnya harga pe

untuk melakuka

Namun terdapat

suite artinya obyek gadai mengikuti kepada siapa obyek tersebut digadaikan

3https://id.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380, diakses pada tanggal 12 Desember 2015
4https;//sulistionokertawacana.blogspot.com/2088/10/hipotik-pesawat-udara-di-indonesia.html, Op.Cit.
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berada, dengan kata lain obyek gadai harus dibawah penguasaan pemilik
gadai. Sehingga bank sebagai pemilik gadai akan kesulitan untuk

menyimpan pesawat udara yang membutuhkan tempat dan perawatan yang

s SN ERSITAS AND 475

ionalkan. apabila

s YN

dalam kendar
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penguasaannya pada pemilik gadai.

Dilihat dari sisi jeni

bermotor yang be
bergerak yang da

Pasal 3 Undang

seperti Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pendaftaran hak

5 https;//sulistionokertawacana.blogspot.com/2088/10/hipotik-pesawat-udara-di-indonesia.html, Ibid.
6Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminanan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, him. 307



tanggungan atas tanah, Kantor Pendaftaran Fidusia untuk pengikatan barang
bergerak, Syahbandar untuk pengikatan hipotek atas kapal laut. Apabila
pesawat udara tidak didaftarkan, unsur_publikasi dan spesialitasnya tentu

idakeakan er%iéfeN@gArNBatu

hakn')]a pada saat debitur wanprestasi.

laksanakan.hak-

s YN

Pada tahun 2007 Ing e Town Convent
dengan Peraturan
Convention on

tentang Kepent

pesawat udara dengan
Kepentingan Internasional (International Interst) yang diatur dalam Pasal 71

Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan sebagai berikut:



“Obyek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan
Internasional (International Interest) yang timbul akibat perjanjian
pemberiaan jaminan kebendaan (Security Agreement), Perjanjian
Pengikatan Hak Bersyarat (Tittle Reservation Agreement) dan atau
Perjanjian Hak Sewa Guna Usaha (Leasing Agreement). ”

ﬁ“ﬁml'mksbﬁwﬁaa& g n-u dang

Nom’Qr ahun 2009 tentang Penerbangan diatas akan m mbulkan ak

preferent pada debitur sete
Internasional  ya

https://www.interg

(international re

Cape Town.’

Guna melindungi i i debitur diwajibkan

Ketentuan mengenai

pencatatan dan penghapusan IDERA selain diatur dalam Undang-undang

7 www.internationalreqgistry.aero, diakses pada tanggal 27 Juni 2016
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No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan juga diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 49 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 74)

ang PenW%?@A@cﬂﬁm Kttrh

"] Pada prakteknya pemberian jaminan berupa pesawat udara t ah

dilaksanakan oleh perbankg engingat ketentdan
mengenai kegiatan

1998 tentang

Kepentingan Internasional (Interné
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INTEREST) SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT



B.

OLEH PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SENTRA

KREDIT MENENGAH BEKASI.

Perumugﬁ% ' J ata§ ANQA‘L{#@ ~yang akan

dltelltl dalam penelltlan ini dibatasi

1. Bagaimanakah _*Q‘ dara dengan
- A
Kepentingan ™ ;35‘} jaminan

dalam pemt 100 sero) Thk
\ ;“
Sentra KredigiMe

. Bagaimanakah mekanis eksekusi

jaminan pesawat udara yang tel2isd I Kégentihgan Internasiohal

(International Interest) pada PT. NBgara Indonesia (Persero) Tbk

2. Untuk mengetahui dan SIS mekanisme penyelesaian kredit

dengan eksekusi jaminan pesawat udara yang telah dibebani



Kepentingan Internasional (International Interest) pada PT. Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Bekasi.

[ oWMERSITAS ANDAL gt

Kepentlngan Internasional (Interpati

est) sebagai Jaminan dal@
Pemberian Kredit ole
Kredit Menengah
dilakukan, akan
temukan berada d
sehubungan dengan’ Pengadaa
(Pérsero) Thk” Tesis Andia HaStrian

pokok permasalahan sebagai berikut :

donesia?

Hasil penelitian dari te ebut adalah pengadaan pesawat udara
olen PT. Garuda Indonesia (Persero) Thk menggunakan cara sewa guna

usaha (leasing) pada produsen pesawat udara kemudian dialihkan kepada



induk perusahaan sewa sehingga pesawat udara menjadi milik induk
perusahaan sewa. Induk perusahaan sewa menyewakan obyek pesawat udara
kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) Thk dengan membuat perjanjian

agguna mve%@ﬁmwwwuwS .

bahw'li obyek pesawat udara tersebut harus diasuransikan dan atas asuransi

tersebut juga harus direasura

Cl an

ansi tersebut diikat

fidusia sesuai deng gt ahun 1999

'\\\"

Selanjut ‘ ﬂ?‘ ) Pesawat

udara pada PT. nk v a Dewyi,

tentang Jaminan &

Universitas Diponegoro, 2009. Dénga alan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian engan jamiinan pesawat udara

pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk
S ———

_ >-< )

gian pemberia
S ——————
Bank CIMB N\

e

mendukung 'Ke --" ngenai hipofek pesawatudarertiellim tersedia maka
pengikatan pesawat udara ha pai pada Surat Kuasa Memasang
Hipotek saja yang pada prinsipnya dapat dicabut atau dibatalkan oleh

debitur sehingga tidak melindungi kepentingan kreditur. Untuk memitigasi



resiko tersebut kreditur dapat meminta Surat Kuasa Jual pada debitur
sehingga pada saat debitur wanprestasi, kreditur dapat menjual sendiri obyek

pesawat udara tersebut.

Jukaﬂrmﬂsﬁimgpﬁwoi wlg ang,akan

pen"lis telltl ini, diharapkan dapat melengkapi- penulisan yang telah ada

sebelumnya.

Manfaat Penelitia
1. Dari segi

pengembang

Uﬁr’ar K E D J

Kerangka Pene
Dalam penulisan ini ukan suatu kerangka teoritis dan
konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian

ini.
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1. Kerangka teoritis

Kerangka teori adalah kerangka penelitian atau butir-butir pendapat,

teori, tesis mengemai—suatu kasus—a

Cou ”ﬂﬂWﬁBs!JﬁﬁwgﬁNwm<§ voritis'yang

E‘l‘gupgkan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

at=Permasalahan (problem) yang

a. Teori Jaminan.

KU G ‘\.-. W gan lain
yang me ‘\..,-g‘ ) Perumasan

mengena s S \3 ":* Huktim
B

Jaminan, Vang disel@ Hukum

Nasional bekerja sama @lenge ; niversitas Gajah

Mada dari tanggal 09 - . pDber 1978 di Yogyakarta,

jami _ac : ) dipenuhinya ke aji an

Wt dinilai~denganual ikatan

S —————————
Senada dengan

8 M. Solly Lubis, Filsafat llmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, him. 27

9Rachmadi Usman, Op.Cit, him. 69

10Mariam Darus Badrulzaman, 2000, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan. Artikel dalam
Jurnal Hukum Bisnis Volume I, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, him. 12
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2) Hartono Hadisaputro.
Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur
untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi

UWWR@*IA@ "Wﬂﬁfwg : jatu

- perikatan.t*

piutang atall perjanjiar
debitur kepada kredit

fasilitas pinjamannya

mengemukakan bahwa wujud kepastian hukum adalah peraturan-

1Hartono Hadisaputro, 1984, Seri Hukum Perdata : Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan,

Liberty, Yogyakarta, him. 50
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peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh
wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku
umum, tetapi bagi golongan tertentu. Selain itu dapat pula peraturan

TVERSITAS ANz S

"1 hanya berlaku di daerahnya saja.?

Arti  penting menurut  Soedikno

Mertokusu

masyarakat tidak meng

menimbulkan  suatu  keres: apabila  terlalu

menitikberatkan pada kepasti
S ———

mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya sedapat

1250erjono Soekanto, 1974, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia,

Ul Pres, Jakarta, him. 56

13sudikmo Mertokusumo, 1988, Mengenai Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Jakarta, him. 136.
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mungkin merupakan resultante dari ketiganya.’* Menurut teori ini
hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan
memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta

rﬁnﬂ‘MSNTASdANDKm s g

"1 terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori in” hukum hafus

ntuk

membuat apa yang_di Is" atau peratufan

melakukan suatl

dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini teori kepastian

14Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2008, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, him. 155
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hukum menandai landasan bagi kreditur mengenai pengikatan
jaminan yang tepat terhadap suatu obyek jaminan sehingga
mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang

UNIVERSHAS ANDRY ;g e

~ ditetapkan dan disepakati bersama.

Teori Perjanji

satu orang

sebagai berikut :
1) Van Dunne.

Perjanjian adalah a

ensualitas, maksudnya

perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana

155alim HS, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him.

%Riduan Syahrani, 2000, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung,him. 214
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perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu
persyaratan yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Pasal

Kemudian 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa

-———

reym UW‘WRISL'S‘FAsaANvaamka rela. gz i para

-.] -

2. Kerangka Ko

a. Kepenti

d. Hutang/Kredit

pihak. Apabila kesepakatan diberikan karena Kekhilafan atau

diperoleh dengan ti

Debitur

17 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jarkarta, 2011, him. 73.

16



Hutang/Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan pesertujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

et NNIVERSHASANDA 7 sk

“1 tertentu dengan pemberian bunga.*®

/) ktu

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu

beberapa metode, Ve

1. Metode Pendekatan

18Hermansyah, lbid, hal. 57.
Bibid, him. 8
20Sperjono Soekanto dan Srimamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:

Rajawali Press, 1985), him.1
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Metode yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah
penulisan kepustakaan yang bersifat yuridis-empiris, yaitu suatu cara
atau prosedur yang digunakan berdasarkan perumasan permasalahan dan

el RV ERSITASAND Ao S

‘meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian

terhadap data primer di lag

2Sperjono Soekanto dan Srimamuji, Ibid, him. 42.
22 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, him. 8-9.
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1) Data Primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung dari
sumber data (responden) di lapangan atau dari hasil observasi,
i_guna membuktikan kesahihan

"{Tﬂ\@ﬁﬂ&ﬁhs ﬁiNmrqmbag :

"1 pustaka

kemudian diolah sendiri oleh pene

an

2) Data Sekunder, yaituy0 udi dokumen dan

* studi kepus “V* i dokumen
{'\

atau baha
\ ‘\\\

| ‘ «‘ ekuatan
) )

hukumSmengikat™8g ] at yang

a. Baha

berasal dari peraturagfper 0 iputi :

a) Kitab Undang-Undang HEl Perdata.

' n_g-undagg* Re
P ]
tang Penerbang

S ———————
1dang-Undang R

tentang Perbar
f) Konvensi Cape Town Tentang Kepentingan Atas Objek

Pesawat Udara (Konvensi Cape Town)
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g) Protokol Konvensi Cape Town mengenai Masalah-Masalah

Khusus Pada Peralatan Udara (Protokol Konvensi Cape

Town
UNIVERSITASANIA 4 & Tunzee.
I - tanggal 10 Juni 2009, tentang Peraturan Keselamatan

Penerbangan_Si endaftaran Pesawat

C.

DJAJAA

W7

wawancaral “\»‘w ul !| "gm' formasi terkait penelitian

ini dengan narasumber dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Thk dan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dengan

terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

20



b. Data Sekunder
Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan studi dokumen

dan studi kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan

TV RS TASTAND X},

~1 diambil dari dokumen atau bahan pustaka atau Iiter:§1r. Data yang

diperlukan sudah tert

penglitian,yang

U LU
[

1

Se .‘.“

A

b. Teknik Analisis Data

ZRianto Adi, 2004,Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, him. 61.
2Bambang Waluyo, Op.Cit, him. 72.
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Data yang telah diolah dan disajikan selanjutnya dianalisis

dengan mengunakan analisis kualitatif, yaitu analisa terhadap data

yang tidak bisa.dihitung, bersifz

mopografis atau berwujud kasus-

L=~ 1] @NWER&&MHAN@A tatjgtik 23

- dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan, teori-teori

dian

-———

hukum, pendapat-pen ditarik kesimpulan

ang merup A‘\ w
yang ‘ ‘\Q \

Sistematika Pe g ﬂ \
‘ T

Bab | : Pendahuluant “:" Srumusan

masalah, tujuan per

Bab Il : Tinjauan pustaka, mengura ek yang bérhubungan dengan

mekanisme pelaksanaangeSawat a sebagai jaminan hutang
L ———

ZRianto Adi, Op.Cit, him. 12
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